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KASUS HUKUM
YANG JERAT MANTAN
BUPATI NENGAH ARNAWA
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4 April 2012: Mantan Bupati
Arnawa dijerat sebagai
tersangka kasus koruspi dana
bansos Bangli 2010 untuk 5
desa senilai Rp 1,395 miliar
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Bupati Arnawa diiebloskan
ke.sel tahanan Rr.itan Bangli
selaku tersangka kasus
korupsi dana bansos
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r: 4 Oktober 2012: mantan
Bupati Arnawa divonis 6
tahdn penjara plus denda
Rp 300 juta subsioder
3 bulan kurunoan
dalam sidang "putusan

di Pengadilan Tipikor
Denoasar
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ti 21 Januari 2013: Putusan bandingpengadilan Tinggi Denpasar
kurangi 2-tahun hukuman mantan'Bupaii nrnawi ftlnjadi'4 tahun
penjara. Kemudi.an, pytusan kasasi Mahkamah Agung'kuatkan
qullsan fengadilan Tinggi Denpasar yang hukuri mintan Bupati
Arnawa 4lahun penJara
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8 Februari 2017: Mantan Bupati Arnawa
kembali ditetapkan Kejari Bangli sebagai
tersangka kasus dugaan koiupsi upah
pungut sektor pertambangan Kabupaten
Bangli. Arnawa mengikuti jejak dua mantan
anak buahnya yang telah diseret sebagai
terdakwa kasus upah pungut, yakni Bagus
Rai Dharmayuda (Kadispenda Bangli
2006-2008) dan AA Gede Alit Darmawan
(Kadipenda Bangli 2009-2010)

L-



Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan pr.ovinsi Bali

rori$.'..s.S

Mantan Bupati Arnawa Tersangka
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Bupati Arnawa ini tidak diu-
lum.kan langsung oleh Kejari
Bangli. Namun, kepastian man-
tan Ketua Bappilu DpD pDIp Bali
s.ebagai tersangka ini tertuang
datam surat tunrutan oleh laksa
Penuntut Umum (JpU) Kejari
Bangli untuk dua.terdakwa
kasus dugaan korupsi upah
pungut, Bagus Rai Dharmayuda
(ry9ntan Kadispenda Bingli
2006-2008') dan AA Gede Ajtt
Darmawan (mantan Kadispen-
da B-angli 2009-2010), dalam
sidang di Pengadilan Tipikor
Denpasar, Rabu [B/Z).

Dalam surat tuntutan itu
disebutkan terdakwa Rai Dhar-
mayuda bersama tersangka
Nengah Arnawa telah mem-
perkaya, menguntungkan diri
s_endlrl maupun orang lain,
dan mengakibatkan kerugian
negara. Dalam kasus ini, man-
tan Bupati Arnawa disebut
bertanggung jawab karena
menyalahgunakan' wewenang
dengan menandatangani SK
Upah Pungut Sektor Pertamba-
ngan Kabupaten Bangli tahun
2006-2008. Upah pungut itulah
yang dibagikan ke seluruh peja-
bat dan staf di Pemkab Bangli,
hingga akhirnya ditemukan
kerugian negara Rp 533 iuta
oleh penyidik Kejari Bangli.

Saat dikonfirmasi NusaB-
ali per telepon, Kamis (9/2),
Kasi Pidsus Kejari Bangli, Elan
faelani, membenarkan mantan
Bupati Arnawa telah ditetap-
kan sebagai tersangka dugain
korupsi upah pungut. Menurut
Elan faelani, penetapan ter-
sangka ini setelah penyidik
Inelakukan pengembangan dan
melihat fakta persidangan.

Dalam perkara ini, kata Elan
Jaelani, mantan Bupati Arnawa
diduga menyalahgunakan ke-
wenangan saat mengeluarkan
SK Upah Pungut Sektor Pertam-
bangan. Sebagai Bupati Bangli,
Arnawa juga menerima aliran
upah pungut. "Kami memiliki

dua alat bukti kuat untuk mene-
tapkan mantan Bupati Arnawa
sebagai tersangka," ielas Elan
faelani didampingi kasi ltrtel
Kejari Bangli, Marhlniyanto.

Kendati sudah menaikkan
status mantan Bupati Arnawa,
l_amun hingga kini penyidik
Kejari Bangli belum pernah
memeriksa politisi senior pDIp
asal Kelurahan Kubu, Keca-
matan Bangli yang dikenal jago
Kung Iu rnr sebagai tersangka.
Terkait penahanan, menurut
Elan Jaelani, pihaknya juga be-
lum bisa memastikan apakah
tersangka Arnawa akan ditahan
atau tidak. "Unfuk penahanan,
belum kami putuskan," tandas
Elan Jaelani yang juga iadi fpU
Kasus Upah Pungut.

Terkait Bupati Made Gianyar,
menurut Elan Jaelani, statusnva
masih sebagai saksi dalam kasus
upah pungut. Dia juga enggan
berkomentar soal peran Gianyar
yang sempat menggunakan SK
Upah Pungut milik Arnawa dan
tandatangani SK Upah pun-
gut tahun 201,7 yang dijadikan
dasar pembagian upah pun-
gut yang akhirnya ditemukan
kerugian negara Rp 392 juta.
Yang jelas, pihaknya bersikap
netral dan professional dalam
penanganan perkara ini. "Kalau
memang ada bukti kuat, akan
kami tindak " katanva.

Sementara itu, mantan
Bupati Arnawa mengaku su-
dah mendengar kabai dirinya
ditetapkan sebagai tersangka
kasus upah pungul Atas pene-
tapan tersangka ini, Arnawa
menghormati proses hukum.
"Karena negara kita negara
hukum," tandas Arnawa saat
dikonfirmasi NusaBali per tele-
poq Kamis kemarin.

Meski demikian, Arnawa
menegaskan SK Upah Pungut
yang dia tandatangani sesung-
guhnya sudah sesuai prosedui.
Ada kajian teknis dari SKPD
terkait, yakni SK dibuat Dinas
Pendapatan Daerah (DispendaJ,
terus kajian di Bagian Hukum

Setda Kabupaten Bangli. ,,Di

sana juga ada Asisten,,, kat_
anya. Kemudian, laniut Arna-
wa, 4ikoordinasikan i<e DpRD,
setelah itu baru ada kesepaka-
tan antara legislatif dan ekseku-
ti[, sebelum direkomendasikan
Sekda.

"Prosesnya sudah sesuai
prosedur dan peraturan yang
ada, barulah ditandatanganl
Bupati," jelas Arnawa. "Xalau
tak ada kajian teknis, tak mung-
kin ditandatangani Bupatf,,
imbuhnva.

Menurut Arnawa, dalam hal
ini Bupati hanya pada tataran
kebijakan, sedangkan secara
teknis yang bertanlgung jawab
penuh adalah pembuat SK.
Selain itu, sesuai dengan Surat
Edaran (SEJ Presiden, kebi-
jakan tidak bisa dipidanakan.
Namun, bukan berarti Bupati
boleh sewenang-wenang mem-
buat kebiiakan. -

Arnawa menyebutkan, semua
menyangkut SK Upah pungut
yang dipersoalkan tersebut ses-
ungguhnya sudah dia sampaikan
saat dihadirkan sebasai saksi
dalam persidangan t6rdakwa
Bagus Rai Dharmayuda dan AA
Gede Alit Sastrawan di penga-
dilan Tipikor Denpasar. Arnawa
merasa ada dislaiminasi hukum,
karena SK Upah Pungut yang
clitandatangani sudah dengan
kajian telmis dan kajian hukum.
Sedangkan SKserupa yang dibuat
tanpa kajian hukum, justru tak
dimasalahkan. Selain itu, kata
Arnawa, soal upah pungut berkait
dengan APBD yang sudah div-
erifikasi Gubernur.'Karena dana
tersebut semua terkait dengan
APBD," tandasnya.

Bagi mantan Bupati Arnawa
sendiri, ini untuk kedua kalinva
terjerat kasus hukum pasla
lengser dari jabatan sebagai
oranbgt nomor satu di Gumi
Sejuk Bangli. Sebelumnya, Ar-
nawa sempat selama 4 tahun
mendekam di penjara sebagai
terpidana kasus korupsi dana
bansos Bangli tahun 20L0 se-

nilai Rp 1,395 miliar. Bansos
itu menyangkut punia untuk 5
desa yang dananya tak kuniung
diterima pihak desa, yakni DesI
Kayubihi (Kecamatan Bangti),
Desa Bambang fKecamatan
Tembuku), Desa Bebalang (Ke-
camatan BangliJ, Desa pengotan
(Kecamatan Bangli), dan Desa
Sukawana fKecamatan Kin-
tamani).

Arnawa dijerat bersama
mantan Asisten Pribadi yang
juga Bendahara Bupati (wak-
tu itu)), Cok lstri Tresna bewi.
Arnawa danb Tresna Dewi
awalnya ditetapkan sebagai
tersangka dana bansos, 4 April
2072.Dua bulan kemudian, Ar-
nawa dijebloskan ke sel tahanan
Rutan Bangli, 1l lrtni 2012.

Majelis hakim Pengadilan
Tipikor Denpasar kemudian men-
jatuhkan vonis 6 tahun penjara
plus denda Rp 300 juta subsider 3
bulan kurungan kepada terdakwa
mantan Bupati Arnawa dalam
sidang putusan,4 Oktober 2012.
Sedangkan terdakwa Tresna
Dewi divonis 4 tahun peniara
plus denda Rp 300 juta subsiden
3 bulan kurungan.

Namun, vonis majelis hakim
Pengadilan Tipikor Denpasar
tersebut kemudian dianulir
oleh Pengadilan Tinggi (PT)
Denpasar di tingkat bandung.
Dalam putusan banding PT
Denpasar, 21 fanuari 2013,
hukuman Arnawa dikurangi 2
tahun menjadi 4 tahun penjara,
sementara hukuman Tresna
Dewi dikurangi 2 tahun meniadi
2 tahun penjara.

Atas putusan banding PT
Denpasar tersebut, fPU Kejari
Bangli mengajukan kasasi ke
Mahkamah Agung (MA). Hasil-
nya, putusan kasasi MA tetap
menguatkan putusan banding
PT Denpasar, sehingga Ar-
nawa hanya dipidana 4 tahun,
sementera Tresna Dewi dipi-
dana2 tdhun penjara. weng'ah
Arnawa sendiri akhirnya bebas
dari penjara, 10 November
2016 lalu. 6 rez,klT

Edisi

Hal

: J\m..'tl- r [O kb ," ll
.tt


